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RINGKASAN

Problematika penetapan tersangka yang mengalami gangguan jiwa dalam tahap
penyidikan, dengan menekankan pada pentingnya kapasitas pertanggungjawaban
pidana dan tantangan aparat penegak hukum dalam proses tersebut. Prinsip dasar
toerekeningsvatbaarheid menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan mental untuk memahami
serta mengendalikan perbuatannya. Meskipun Pasal 44 KUHP menyebut bahwa
pelaku dengan gangguan jiwa tidak dipidana, proses hukum tetap berjalan hingga
tahap pengadilan. Penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara dan melibatkan
keterangan ahli melalui Visum et Repertum Psychiatricum untuk menilai kondisi
kejiwaan pelaku. Namun, identifikasi dini terhadap kondisi kejiwaan kerap menjadi
kendala, mengingat penyidik tidak memiliki kompetensi medis, sehingga
berpotensi terjadi kesalahan dalam penetapan status hukum pelaku. Kasus-kasus
yang terjadi, seperti pembunuhan oleh tersangka ODGJ di Malang, Banjarmasin,
dan Pasaman, menunjukkan ketidaksamaan hasil evaluasi dari pihak medis dan
memunculkan tantangan hukum dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan
regulasi yang lebih komprehensif seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 77
Tahun 2015, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan
tenaga kesehatan. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman hukum
yang lebih mendalam terhadap mekanisme penyidikan yang melibatkan tersangka
dengan gangguan jiwa, serta menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan
reformasi hukum pidana ke depan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang
di konsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut,
penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (/ibrary
research) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk
mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi
lain, penelitian ini menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan (statute
approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan PerUndang-
Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus yang berfokus



pada analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, baik dalam domestik maupun internasional (case approach) dan Pendekatan
Historis (historical approach). Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1.

Bahwa penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan
jiwa dalam tahap penyidikan memerlukan pendekatan yang cermat dan
sinergis antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Penyidik tetap
berkewajiban melaksanakan penyidikan sesuai prosedur KUHAP,
meskipun tersangka menunjukkan indikasi gangguan jiwa. Dalam proses
ini, pemeriksaan kejiwaan menjadi langkah penting untuk menilai kondisi
mental tersangka dan dituangkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum
(VeRP), yang berfungsi sebagai alat bukti surat untuk membantu hakim
dalam menilai kapasitas hukum, pertanggungjawaban pidana, dan risiko
residivisme. VeRP menjadi penghubung antara penilaian medis dan proses
hukum, namun keputusan akhir tetap berada pada keyakinan hakim
berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa solusi atas permasalahan
penetapan tersangka ODGJ perlu dilakukan secara komprehensif, baik dari
sisi hukum normatif maupun praktik struktural. Reformulasi kebijakan dan
regulasi, termasuk revisi KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa,
sangat penting untuk memperjelas prosedur observasi, mekanisme
penempatan di rumah sakit jiwa, serta perlindungan hak-hak dasar pelaku.
Standardisasi dalam prosedur pemeriksaan kejiwaan dan pelatihan terpadu
bagi aparat penegak hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas
profesionalisme dalam menangani kasus ODGIJ secara adil dan efisien.
Pendekatan lintas sektor menjadi kunci agar sistem peradilan pidana mampu
memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Penyidikan, Tersangka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyidikan dalam
menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa,
serta untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan
dalam penetapan tersangka dengan gangguan jiwa pada tahap penyidikan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif
dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian
ini diperoleh hasil bahwa Penyidik tetap wajib memeriksa perkara dan
menyelesaikan berkas acara pemeriksaan hingga lengkap, untuk kemudian
dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan
pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya berada di tangan hakim,
meskipun penyidik kepolisian dapat meminta nasihat dari dokter atau psikiater.
Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku benar-benar tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Namun, demi keselamatan diri pelaku dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan
penempatan pelaku di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimal satu
tahun, sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP. Reformasi Regulasi dan Kebijakan sangat
penting karena, KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa: Pertimbangkan untuk merevisi
KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa untuk lebih memperjelas prosedur penanganan
tersangka dengan gangguan jiwa, termasuk hak-hak mereka, batas waktu observasi,
dan mekanisme penempatan ke fasilitas kesehatan jiwa sebagai pengganti tahanan.
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ABSTRACT
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This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as
a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage,
as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in
determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This
research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual
approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and
secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that
investigators are still obliged to examine the case and complete the examination
agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and
the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely
with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or
psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the
perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the
perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in
a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with
Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is
very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the
KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects
with mental disorders, including their rights, observation time limits, and
mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention.
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